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 Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pemberlakuan pemidanaan terhadap 
anak dalam sudut pandang Restoratif Justice 
dalam putusan hakim pengadilan yang 
menyatakan bahwa anak harus menjalani pidana 
di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan 
metode penelitian berupa metode Yuridis Normatif. 
Spesifkasi penelitian yang dipakai adalah deksiptif 
analitif. Dan pengumpulan datanya dilakukan 
dengan cara studi kepustakaan. Dari penelitian 
yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai 
berikut, bahwa di indonesia penerapan 
perlindungan anak pelaku tindak pidana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 
tentang sistem peradilan pidana anak. Anak yang 
melakukan pidana pencurian dapat dipidanakan 
dengan pertimbangan ancaman hukuman serta 
pengulangan atau tidaknya perbuatan tersebut. 
Pencurian biasa dapat diupayakan diversi, 
sedangkan pencurian dengan pemberatan serta 
pencurian dengan kekerasan tidak dapat 
diupayakan diversi namun dapat dihentikan 
perkaranya di proses penyidikan di kepolisian, 
penuntutan di kejaksaan serta peradilan di 
pengadilan. Dalam hal anak harus dipidana 
penjara akan diserahkan ke Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA) yang mana di dalam sistem 
pemasyarakatan yang berlandaskan restoratif. 
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PENDAHULUAN 

Manusia merupakan pribadi yang unik, sebagai makhluk Tuhan manusia diberikan 
pemirikiran untuk mengolah akalnya dalam berbuat atau memutuskan sesuatu. 
Kematangan dalam berfikir yang bisa dilakukan manusia berbanding lurus dengan jumlah 
usianya, artinya semakin seseorang memiliki umur yang banyak maka pada umumnya ia 
akan memiliki pemikiran yang matang pula. Begitu sebaliknya apabila semakin muda umur 
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seseorang maka pemikirannya tidak lebih matang daripada yang lebih tua. Berdasarkan hal 
tersebut maka anak sebagai pemilik umur yang paling muda tingkat kematangan 
berfikirnya tentulah berbeda dengan orang dewasa. Sebagai salah satu negara dengan 
jumlah penduduk terbesar di dunia selain Thiongkok,India,dan Amerika serikat tentunya 
berbanding lurus dengan kepadatan dan juga pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. 
Pada sensus penduduk tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia berjumlah 268.583.016 
jiwa.1 

Banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia membuat angka kelahiran yang 
tinggi, menurut data dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
angka pertumbuhan penduduk di indonesia mencapai angka 1,49%2, seperti kita ketahui 
kelahiran yang semakin banyak dalam siklus yang nyata akan tergambar dengan kehidupan 
dari warga negara indonesia yang tiap tahunnya banyak sekali bayi yang dilahirkan, bayi-
bayi tersebut merupakan harapan dan penerus masa depan keluarganya, lebih luas lagi 
bayi-bayi ersebut akan menjadi pewaris dari negara Indonesia di masa yang akan datang 
kelak dia akan hidup. Pertumbuhan generasi penerus bangsa akan mengalami fase demi 
fase kehidupan dimana dia akan menjadikan hidupnya sebagai encarian jati diri terlebih 
dahulu sebelum dapat mengandalkan dirinya sendiri dengan mandiri untuk kepentingan 
negara, fase inilah yang dinamakan fase anak-anak. Fase dimana seharusnya tidak akan ada 
cerita duka ataupun beban dan tanggung jawab yang diemban, fase dimana mereka akan 
bermain dan belajar disetiap harinya, fase untuk bersenang-senang dengan cara yang 
benar. 

Anak merupaka anugerah dari Tuhan yang dititipkan kepada tiap-tiap orang tua 
untuk dijaga dan di sayangi serata dirawat dengan baik sesuai amanah dari Tuhan,oleh 
karena itu wajib bagi orang tua untuk bertanggung jawab kepada anaknya. Anak juga 
merupakan kewajiban bagi negara seperti yang dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karena itu negara wajib 
memberikan perlindungan yang layak terhadap kepentingan anak tersebut, perlindungan 
yang diberikan mencakup segala hal yang berkaitan dengan anak, termasuk juga 
perlindungan hukum, 

Prakteknya Indonesia telah beberapa kali mengkodifikasikan peraturan perundang-
undangan mengenai perlindungan hukum terhadap anak, antara lain yaitu Undang-Undang 
nomor 3 tahun 1997 tentang perailan anak, yang mana Undang Undang tersebut menjadi 
fondasi bagi terciptanya peraturan mengenai perlindungan hukum bagi anak, Undang-
Undang berikutnya yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak, dan yang terbaru yaitu Undang Undang nomor 11 tahun 20012 tentang sistem 
peradilan pidana anak. Perubahan secara tersurat dan secara harfiah tentang perbedaan 
dari perkembangan perundang undangan terdapat dalam hal istilah, yang mana dalam UU 
No 3 tahun 1997 menggunakan istilah anak nakal, sedangkan dlam UU No 23 tahun 2002 

                                                        
1 “No Title,” last modified 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-

penduduk-indonesia-268583016-jiwa. 
2 “No Title,” 

ttp://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/13574351/Mengkhawatirkan.Angka.Kelahiran.di.RI.Tiap.Tahun.Sejumla

h.Penduduk.Singapura. 
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dan UU no 11 tahun 2012 menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.3 
Sepak terjang dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 sebagai peraturan 

perundang-undangan terbaru yang bertanggung jawab atas perlindungan hukum terhadap 
anak khususnya dalam perkara pidana untuk saat ini banyak mendapatkan pujian, 
khususnya megenai adanya diversi dalam penanganan perkara pidana anak yang mana 
dalam proses ini mengedepankan adanya restoratif justice atau mengedepankan pemulihan 
kembali ke keadaan semula dengan jalan damai dan adanya kesepakatan antara pihak yang 
terkait dengan perkara dan difasilitasi oleh pengadilan sebagai bentuk kepedulian 
pemerintah terhadap anak sesuai dengan uu No 11 tahun 2012.  

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 juga mengatur bagaimana anak yang 
berhadapan dengan hukum dapat dipidana atau diberikan tindakan terkait kasus yang 
sedang dihadapi. Pemidanaan terhadap anak tentunya memiliki syarat yang berbeda 
dengan dewasa, pemidanaan terhadap anak diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 
11 tahun 2012 yang menjelaskna bahwa anak dapat dikenai pidana maupun tindakan 
berdasarkan undang-undang ini. Anak meskipun memiliki keistimewaan dalam Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2012, tetaplah dapat dijatuhi pidana, pemidanaan bagi anak 
memiliki kekhususan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pemidanaan terhadap 
anak diharapkan tidak akan menghalangi anak untuk mendapatkan masa depan yang baik, 
mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga masa depannya 
demi masa depan negara yang cerah di masa depan.  

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 telah menyatakan bahwa prinsip restoratif 
justice menjadi acuan utama dalam undang-undang tersebut, namun bila kita melihat 
bahwa pemidanaan tetap dapat diberlakukan terhadap anak maka dimanakah letak 
restoratif justice tersebut. Inilah yang menjadi latar belakang permasalahan yang akan kita 
kaji dalam tulisan ini.  
RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan hukum pidana bagi anak di Indonesia? 
2. Bagaimanakah pemidanaan bagi anak pelaku pencurian dalam sudut pandang keadilan 

restoratif ?  
 
METODE PENELITIAN 

Pembuatan isuatu idokumen iperundang-undangan imemerlukan ipenelitian iyang i 
idiharapkan idapat imemberikan idata iyang iakurat isebagai isolusi idari isuatu imasalah 
iatau isebagai ijawaban iatas isuatu ipertanyaan itertentu. iPenelitian iadalah i ikegiatan 
iilmiah iyang iberkaitan idengan ianalisis idan ikonstruksi iserta idilakukan isecara 
isistematis, isistematis, idan ikonsisten. iSistematis iartinya itidak iada iyang itidak 
ikonsisten idalam ikerangka iyang ikonsisten imenurut imetode iatau imetode itertentu, 
isistematis imenurut isistem. i 

Penelitian ipada iumumnya ibertujuan iuntuk imenemukan, imengembangkan, iatau 
imenguji ikebenaran isuatu ipengetahuan. iMenemukan iberarti imendapatkan isesuatu 
iuntuk imengisi ikekosongan idan ikekurangan. iPengembangan iberarti imemperluas idan 
imenggali ilebih idalam iapa iyang isudah iada. iPengecekan ikebenaran idilakukan iketika 
isesuatu iyang isudah iada imasih idiragukan. iOleh ikarena iitu, isetiap itahapan isurvei 

                                                        
3 M. Nasir Jamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 

http://bajangjournal.com/index.php/J


544 
JISOS 
Jurnal Ilmu Sosial 
Vol.1, No.7, Agustus 2022 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
http://bajangjournal.com/index.php/JISOS  

 

iharus ididasarkan ipada i imetode isurvei iyang ibertindak isebagai iarah iyang itepat 
iuntuk imencapai itujuan isurvei iyang idilakukan. 

Dalam ipenyusunan ipenulisan ihukum iyang iberjudul i“latar ibelakangi 
iPermasalahan itersebut idiatas imaka, iPenulis imemilih ijudul, i“Pidana iPenjara iBagi 
iAnak ipelaku ipencurian iditinjau idari ikeadilan irestoratif” idiperlukan idata-data 
iyang iakurat. iData-data itersebut idiperoleh imelalui ilangkah-langkah isebagai iberikut i: i 

Metode ipenelitian iyang idigunakan idalam ipenulisan imakalah iini iadalah 
inormatif idan ilegal. iNS. iPenyelidikan ihukum i idilakukan idengan imemeriksa ibahan 
ipustaka. iPendekatan i ihukum iberkaitan idengan iperaturan iperundang-undangan iyang 
iberlaku. iSpesifikasi ipenelitian iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah ideskriptif 
idan ianalitik. iSuatu ipenelitian iyang ibersifat ideskriptif, iyaitu ipenjelasan isecara ifaktual 
itentang isubjek ipenelitian. iMereka idilakukan isecara isistematis, ikronologis, idan isesuai 
idengan iprinsip-prinsip iilmiah. iAdapun ialat ianalisisnya iterikat ipada iteori idan/atau 
iperaturan ihukum iyang iada imengenai isubyek ipenyidikan. 

 
PEMBAHASAN  

1. Pelaksanaan kebijakan hukum pidana bagi anak di Indonesia 
Istilah ipidana iyang idalam ibahasa iBelanda iyaitu istraf iyang ikadang idiartikan 

isebagai ihukuman isedangkan ipemidanaan iberasal idari ikata i“pidana”. iJadi 
ipemidanaan idapat ijuga idiartikan idengan ipenghukuman. iPemidanaan iatau ipengenaan 
ihukuman iberhubungan ierat idengan ikehidupan iseseorang ididalam imasyarakat, 
iterutama iapabila imenyangkut ikepentingan ibenda ihukum iyang ipaling iberharga ibagi 
ikehidupan idi imasyarakat, iyaitu inyawa idan ikemerdekaan iatau ikebebasan. 

Pidana iitu isebenarnya ihanya imerupakan isuatu ipenderitaan iatau isuatu 
iinstrumen iatau ialat ibelaka idari ikekuasaan i(negara) iyang iditujukan iuntuk imelawan 
idan imemeberantas iperilaku iyang imengancam ikeberlakuan inorma-norma iyang itelah 
idisepakati idalam ibentuk iperaturan. iJadi ifungsi isanksi ipidana idi isini ibukan 
imerupakan isuatu itujuan, imelainkan isebagai ialat iuntuk imenegakkan inorma. iMenurut 
iWirjono iProjodikoro, ipidana idiartikan isebagai ihal iyang idipidanakan, iyaitu iyang ioleh 
iinstansi iyang iberkuasa idilimpahkan ikepada iseorang ioknum isebagai ihal iyang itidak 
ienak idirasakannya idan ijuga ihal iyang itidak isehari-hari idilimpahkan. iDilihat isecara 
iempiris, ipidana imemang idapat imerupakan isuatu ipenderitaan, itetapi ihal iitu itidak 
imerupakan isuatu ikeharusan iatau ikebutuhan. iAda ipidana itanpa ipenderitaan. 
iTerlebih iharus ipula idibedakan iantara i: 
a) Penderitaan yang sengaja dituju oleh si pemberi pidana 
b) Penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangkan tidak dapat dihindari (efek 

sampingan yang sudah diketahui) dan 
c) Penderitaan yang tidak sengaja dituju (efek sampingan yang tidak diketahui) 

 
Penegakan hukum dalam suatu peraturan dikuatkan dengan adanya suatu konsep 

sanksi pidana. Di mana jenis-jenis sanksi itu sendiri pengaturannya tercantum dalam Pasal 
10 KUHP yaitu : 
a) Pidana Pokok 

1) Pidana Mati 

http://bajangjournal.com/index.php/J


 545 
JISOS 

Jurnal Ilmu Sosial 
Vol.1, No.7, Agustus 2022 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
http://bajangjournal.com/index.php/JISOS 

2) Pidana Penjara 
3) Pidana Kurungan 

4) Pidana Denda 
5) Pidana Tutupan 

 
b) Pidana Tambahan 

1) Pencabutan Hak-hak Tertentu 
2) Perampasan Barang-barang 
3) Pengumuman Putusan Hakim 

 
Pelaksanaan pidana anak di indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dalam undang-undang tersebut anak 
diperlakukan khusus tidak seperti orang dewasa. Undang-undang tersebut lebih 
mengedepankan prinsip keadilan restoratif disetiap tahapannya. Pelaksanaannya adalah 
sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Peradilan Anak di Kepolisian 
Penanganan iawal itindak ipidana iberawal idari iKepolisian iterlebih idahulu 

iberupa iadanya ilaporan idari ikorban itindak ipidana. iSetelah iadanya ilaporan ikemudian 
ipihak iKepolisian imelakukan ipenyelidikan idan ipenyidikan iguna imencari ipetunjuk 
iuntuk imemutuskan ibahwa iperkara itidak ipidana iyang iditangani idapat idilanjutkan 
iatau itidak ike iKejaksaan iNegeri. iSalah isatu itugas idan ifungsi ikepolisian isebagai 
ipenegak ihukum imenurut ipasal i3 iUndang-undang iNomor i28 itahun i1997 itentang 
iKepolisian iNegara iRepublik iIndonesia ibahwa ikepolisian iadalah isalah isatu ifungsi 
ipemerintahan inegara idi ibidang ipenegakan ihukum, iperlindungan idan ipelayanan 
imasyarakat iserta ipembimbing imasyarakat iserta iterjaminnya itertib idan itegaknya 
ihukum iserta iterbinanya iketentraman imasyarakat iguna iterwujudnya ikeamanan idan 
iketertiban imasyarakat. iSesuai ipasal i3 idiatas ibahwasannya ikepolisian imemiliki 
ifungsi ipemerintahan inegara itetapi ikemudian idengan iadanya ikebutuhan ilapisan 
imasyarakat idalam iproses ipenegakan ihukum, iketertiban idan iketentraman iditengah-
tengah imasyarakat isehingga idipandang iperlu iperan iaktif ikepolisian iuntuk imenjaga 
iserta imemelihara ipenegakan ihukum, iketertiban idan ikeamanan ibagi iseluruh 
imasyarakat iIndonesia. iPeraturan iperundang-undangan iyang imengatur isecara irinci 
itentang ifungsi, ikedudukan, iperanan iserta itugas ipokok iKepolisian iNegara iRepublik 
iIndonesia iyaitu idiatur idalam iUndang- undang inomor i28 itahun i1997. 

Penyidik imenurut ipasal i1 iangka i1 iKUHAP iadalah ipejabat ipolisi inegara 
iRepublik iIndonesia iatau ipejabat ipegawai inegeri isipil itertentu iyang idiberi iwewenang 
ikhusus ioleh iundang-undang iuntuk imelakukan ipenyidikan. iPenyidikan iterhadap 
iperkara ianak idilakukan ioleh ipenyidik iyang iditetapkan iberdasarkan ikeputusan 
iKepala iKepolisian iNegara iRepublik iIndonesia iatau ipejabat ilain iyang iditunjuk ioleh 
iKepala iKepolisian iNegara iRepublik iIndonesia. iDengan idemikian ipenyidik iuntuk 
iperkara ianak ibaik iitu ipenyidik iumum imaupun ipejabat ilain iyang itidak iditunjuk 
ilangsung ioleh iKepala iKepolisian iNegara iRepublik iIndonesia imaka itidak 
idiperbolehkan iuntuk imenangani iproses ipidana iyang idilakukan ioleh ianak. 

Adapun yang menjadi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik yang sesuai 
dengan pasal 26 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, adalah sebagai berikut : 
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a. Telah berpengalaman sebagai penyidik; 
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan 
c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. 

Selaku ipenyidik ianak iyang itersangkanya idilakukan ioleh ianak iharus 
iberlangsung idalam isuasana ikekeluargaan idan iuntuk iitu ipenyidik iwajib imeminta 
ipertimbangan iatau isaran idari iPembimbing iKemasyarakatan isesuai idengan ipasal i27 
iUndang-undang iNomor i11 iTahun i2012. iPenyidik ijuga idalam imelakukan 
ipemeriksaan iperkara ianak iharus imengutamakan ipemeriksaan idalam isuasana 
ikekeluargaan isehingga ipenyidik itidak iboleh imemakai ipakaian iseragam iagar ianak 
itidak imerasa idi iintimidasi isebagai ipelaku itindak ipidana. iKemudian iuntuk 
ikepentingan isi ianak isendiri idipandang iperlu iuntuk iwajib imerahasiakan iidentitas isi 
ianak idalam iproses ipemeriksaan idi ikepolisian idengan itujuan iagar isupaya isi ianak 
itidak idi ikhawatirkan imengalami idepresi, irasa imalu idan iujungnya itidak iditerima idi 
ilingkungan irumah imaupun idi ilingkungan isekolah. iAdapun itata iurutan iproses 
ipenanganan itindak ipidana iyang idilakukan ioleh ianak ipada itingkat ikepolisian iadalah: 
1) Penyelidikan. 

Penyelidikan, adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan 
suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 
tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 
1 angka 5 KUHAP). Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik (Pasal 1 angka 4 KUHAP). 

2) Penyidikan 
Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Penyidikan perkara anak dilakukan oleh 
penyidik atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Syarat menjadi penyidik perkara anak. 
Langkah-langkah penyidikan meliputi: 
a. Penangkapan 
b. Penahanan 

3) Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan. 
Setelah proses penyidikan selesai, kemudian Kepolisian melengkapi administrasi 
penyidikan (sprindik) dan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) lalu 
dikirimkan ke penuntut 
 

2. Pelaksanaan Peradilan Anak di Kejaksaan 
Kejaksaan iNegeri imerupakan iinstansi iyang iberwenang imemproses ipenanganan 

iperkara isetelah iKepolisian iyang idalam ihal iini iyang iberwenang imelakukan iadalah 
ipenuntut iumum. iPenuntut iumum idalam iPasal i1 iangka i6 ihuruf ib iKitab iUndang-
Undang iHukum iAcara iPidana iadalah i-undang iini iuntuk imelakukan ipenuntutan idan 
imelaksanakan iketetapan ikehakiman.4 

                                                        
4 iM. iG. iSulchan, iA., i& iGhani, “Mekanisme IPenuntutan IJaksa IPenuntut IUmum ITerhadap ITindak IPidana 

IAnak,” Jurnal iStudi idan iPenelitian iHukum iIslam (2017): 110. 
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Menurut iSalah iseorang iResponden iJaksa i(tidak idisebutkan inamanya), iselaku 
iJaksa iFungsional idi iKejaksaan iNegeri iMamuju, iada iperlakuan ikhusus ipada iproses 
ipenanganan iperkara itindak ipidana idengan ipelaku ianak idi iMamuju. iAdapun 
iurutannya iadalah i: 
1) Menerima iSPDP i(Surat iPerintah iDimulainya iPenyidikan)/ iP16 idan iberkas itahap 

ipertama idari iKepolisian iyang iselanjutnya imelakukan ipenelitian iberkas iperkara. 
iKarena ipelaku iadalah ianak, imaka ijangka iwaktunya ilebih isingkat, iyakni ikurang 
idari i14 ihari. iBila ilengkap imaka idinamakan iP21, ibila itidak ilengkap imaka 
idinamakan iP19 idan idikembalikan idi iKepolisian; 

2) Menerima ipengiriman iberkas itahap ikedua, iyaitu itersangka ibeserta ibarang 
ibuktinya iberupa iidentitas ianak, iwaktu idan itempat ikejadian iperkara iatau 
ikronologis ikejadian; 

3) Selanjutnya imelakukan ipenahanan ikepada itersangka, ikarena ipelaku iadalah ianak 
imaka ijangka iwaktu ipenahanannya iadalah iselama i5 i(lima) ihari idan idapat 
imelakukan iperpanjangan ipenahanan iselama i5 i(lima) ihari i(Pasal i34 iUndang-
Undang iNomor i11 iTahun i2012 itentang iSistem iPeradilan iPidana iAnak); 

4) Bila idakwaan isudah ilengkap imaka isegera idilimpahkan ike iPengadilan iNegeri; 
5) Setelah iitu, imenunggu ipenetapan ioleh imajelis ihakim iuntuk ipersidangan; 

Apabila ipenuntut iumum ianak iberpendapat ibahwa idari ihasil ipenyidikan idapat 
idilakukan ipenuntutan imaka iwajib idalam iwaktu isecepatnya imembuat iSurat 
iDakwaan, isesuai iKUHAP. iWaktu isecepatnya idimaksud iadalah iberkaitan idengan imasa 
ipenahanan iatas idiri itersangka i/ iterdakwa, isebagaimana idiatur idalam iPasal i30–40 
iUndang-undang iNomor i11 iTahun i2012 itentang iSistem iPeradilan iAnak. 

 
3. Pelaksanaan Peradilan Anak di Pengadilan 

Pada iproses ipemeriksaan idi isidang ipengadilan iterhadap iperkara iAnak 
idilakukan ioleh iHakim iyang iditetapkan iberdasarkan iKeputusan iKetua iMahkamah 
iAgung iatau ipejabat ilain iyang iditunjuk ioleh iKetua iMahkamah iAgung iatas iusul iketua 
ipengadilan inegeri iyang ibersangkutan imelalui iketua ipengadilan itinggi. iApabila idi 
ipengadilan ibelum iterdapat iHakim iyang imemenuhi ipersyaratan isebagai ihakim ianak 
imaka itugas ipemeriksaan idi isidang iAnak idilaksanakan ioleh ihakim iyang imelakukan 
itugas ipemeriksaan ibagi itindak ipidana iyang idilakukan ioleh iorang idewasa. 

Sesuai ipasal i55 iUndang-undang iNomor i11 iTahun i2012 idalam iperkara ianak, 
ipenuntut iumum, ipenasehat ihukum, ipembimbing ikemasyarakatan, iorang itua, iwali, 
iatau iorang itua iasuh idan isaksi iwajib ihadir idi isidang ianak. iPada iprinsipnya itindak 
ipidana iyang idilakukan ioleh ianak iadalah itanggung ijawab ianak iitu isendiri iakan 
itetapi ioleh ikarena iterdakwanya iadalah ianak, imaka itidak idapat idipisahkan idengan 
ikehadiran iorang itua, iwali iatau iorang itua iasuhnya. iPasal iini imewajibkan ihadirnya 
ipenasehat ihukum idi isidang ianak. 
Adapun iacara iperadilan ianak, iadalah isebagai iberikut i: 
a. Laporan ipembimbing ikemasyarakatan i(Pasal i56 iUU iNo. i11 iTahun i2012) 

iSebelum isidang idibuka, ihakim imemerintahkan iagar ipembimbing ikemasyarakatan 
imenyampaikan ilaporan ihasil ipenelitian ikemasyarakatan imengenai ianak 
ibersangkutan. iIni iartinya ipembimbing ikemasyarakatan imenyampaikan ilaporan 
iitu isecara itertulis idan ikelak ibila idiperlukan ipembimbing ikemasyarakatan idapat 
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imemberikan ikesaksian idi idepan ipengadilan ianak. iMaksud idiberikannya ilaporan 
isebelum isidang idibuka iadalah iagar icukup iwaktu ibagi ihakim iuntuk imempelajari 
ilaporan ihasil ipenelitian ipemasyarakatan iitu. iOleh ikarena iitu ilaporan itidak 
idiberikan ipada isaat isidang iberlangsung, imelainkan ibeberapa iwaktu isebelumnya. 
iLaporan ipenelitian ikemasyarakatan imerupakan ibagian ipenting idalam ipengadilan 
ianak inamun imasih iada ihakim iyang imenyatakan ibahwa ilaporan ipenelitian 
ikemasyarakatan ihanya isebagai ipelengkap isaja idalam ipersidangan ianak. iHakim 
iwajib imempertimbangkan ilaporan ipenelitian ikemasyarakatan, ijika itidak iputusan 
iberakibat ibatal idemi ihukum. 

b. Pembukaan isidang ianak. iDalam ipemeriksaan ipersidangan itidak iada iperbedaan 
iyang isignifikan iterkait ipakaian iyang idigunakan ibaik iitu idari ipenyidik isampai 
idengan ihakim. iHal itersebut idapat ikita ilihat idalam iPasal i22 iUndang-Undang 
iNomor i11 iTahun i2012 iTentang iSistem iPeradilan iPidana iAnak iyang iberbunyi: 
iPenyidik, iPenuntut iUmum, iHakim, iPembimbing iKemasyarakatan, iAdvokat iatau 
ipemberi ibantuan ihukum ilainnya, idan ipetugas ilain idalam imemeriksa iperkara 
iAnak, iAnak iKorban, idan/atau iAnak iSaksi itidak imemakai itoga iatau iatribut 
ikedinasan. iHal itersebut idigunakan iagar iterjalinnya isuasana ipemeriksaan iyang 
ikekeluargaan iguna imemperhatikan ikepentingan iyang iterbaik iuntuk ianak i( iPasal 
i18) 

c. Acara iPemeriksaan iTertutup. iDemi ikepentingan ihak-hak ianak, idalam iundang-
undang iini isama iseperti iUndang-Undang iNomor i3 iTahun i1997 iTentang 
iPengadilan iAnak. iHakim imemeriksa iperkara iAnak idalam isidang iyang idinyatakan 
itertutup iuntuk iumum, ikecuali ipembacaan iputusan i(Pasal i54 iUndang-Undang 
iNomor i11 iTahun i2012 iTentang iSistem iPeradilan iPidana iAnak). 

d. Disidangkan ioleh iHakim iTunggal. iDalam iPasal i44 iUndang-Undang iNomor i11 
iTahun i2012 itentang iSistem iPeradilan iPidana iAnak idengan iUndang-Undang 
iNomor i3 iTahun i1997 iTentang iPengadilan iAnak isecara ikeseluruhan ihampir 
isama idengan ihal-hal iyang iterkait idengan ipemberian ihakim itunggal iuntuk 
imemeriksa, imemutus, idan imengadili ianak idan ijuga idapat imemakai iHakim 
iMajelis iapabila idipandang iperlu. iDalam ipersidangan iterdakwa ianak ididampingi 
iOrangtua, iPenasehat iHukum idan iPembimbing iKemasyarakatan iSecara 
ikeseluruhan itidak iada iperbedaan idalam ipersidangan iterdakwa ianak ididampingi 
iOrangtua, iPenasehat iHukum idan iPembimbing iKemasyarakatan.Hal iini itertulis 
isecara ijelas idalam iPasal i23 iUndang-Undang iNomor i11 iTahun i2012 iTentang 
iSistem iperadilan iPidana iAnak. iDalam iSidang iAnak iSaksi iDapat iDidengar iTanpa 
iKehadiran iTerdakwa, idalam ikehadiran iterdakwa ianak idalam ipersidangan 
imenurut iUndang-Undang iNomor i3 iTahun i1993 iTentang iPengadilan iAnak isama 
idengan ihalnya idalam iUndang-Undang iNomor i11 iTahun i2012, iyakni: iterdakwa 
ianak itidak iwajib imengikuti ipersidangan ipada isaat ipemeriksaan isaksisaksi, iakan 
itetapi iorangtua/wali, iPenasehat iHukum, idan iPembimbing iKemasyarakatan itetap 
ihadir idalam ipersidangan i(Pasal i58 iayat i(2) iUndang-Undang iNomor i11 iTahun 
i2012 itentang isistem iperadilan iAnak. 

e. Putusan. iTahapan iakhir idari ipenanganan iperkara itindak ipidana ikesusilaan 
idengan ianak isebagai ipelaku ipada iproses idi ipengadilan iadalah iputusan ihakim. 
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iProses ipenentuan ibersalah iatau itidaknya iterdakwa. iPada ipengadilan ianak iada 
ihal ikhusus imenyangkut iputusan ihakim iyaitu isikap ihakim isebelumnya 
imenjatuhkan iputusan, iputusan idiucapkan idalam isidang iterbuka iuntuk iumum, 
ihakim iwajib imempertimbangkan ilaporan ipembimbing ikemasyarakatan, iserta ihal-
hal iyang imenyangkut ipemberian ihukuman ikepada iterdakwa ianak. iDalam 
iputusannya ihakim iwajib imempertimbangkan ilaporan ipenelitian ikemasyarakatan 
idari ipembimbing ikemasyarakatan idan iputusan iharus idiucapkan idalam isidang 
iyang iterbuka iuntuk iumum. iPutusan iyang itidak idiucapkan idalam isidang iyang 
iterbuka iuntuk iumum iadalah ibatal idemi ihukum. iPenjatuhan ipidana iatau 
itindakan iharus idapat idipertanggungjawabkan idan idapat ibermanfaat ibagi ianak. 
iHal iini iuntuk imencegah iakibat-akibat iyang itidak idiinginkan iyang isifatnya 
imerugikan ibagi ianak, isehingga iperlu idiperhatikan idasar ietis ibagi ipemidanaan 
iyaitu ikeadilan isebagai isatu-satunya idasar ipemidanaan. iPidana iharus ibersifat 
iedukatif, ikonstruktif, itidak idestruktif idan iharus imemenuhi ikepentingan ianak 
iyang ibersangkutan. 

 
4. Pelaksanaan Peradilan Anak di Lembaga Permasyarakatan  

Lembaga ipemasyarakatan isering idisingkat idengan iakronim iLAPAS isebenarnya 
imerupakan itempat iuntuk iterpidana iatau inarapidana imenjalani ihukuman ipidananya 
ibagi imereka iyang idihukum ipenjara imaupun ikurungan. iNarapidana iyang idihukum 
iseperti iitu imenjalani ihukuman idi iLAPAS, ibukan iuntuk imakan itidur isaja iseperti 
idihotel iakan itetapi iperlu imendapatkan ipembinaan iagar inantinya idapat ikembali ike 
imasyarakat idengan ibaik. iDengan ialasan ipemikiran iitu, itempat ihukuman ibukan 
idinamakan ipenjara iseperti iyang idikenal ijaman idulu, inamun idengan iistilah ilembaga 
ipemasyarakatan ikarena iberfungsi iuntuk imemasyarakatkan inarapidana ikembali. 
iSejalan idengan ihal itersebut, ipengertian ilembaga ipemasyarakat isesuai ipasal i1 iangka 
i3 iUndang-undang ipemasyarakatan iadalah itempat iuntuk imelaksanakan ipembinaan 
inarapidana idan ianak ididik ipemasyarakatan. iDari ipengertian iini idapat idiketahui 
itentang iperincian isiapa iyang idibina ioleh ilapas iyaitu inarapidana idan ianak ididik 
ipemasyarakatan. 

Sebenarnya inarapidana idan ianak ididik ipemasyarakatan ipada idasarnya isama-
sama iorang iyang idipidana ioleh ipengadilan idan imenghuni idi iLAPAS. iAkan itetapi 
iundang-undang itidak imemberi ipenjelasan idapat idiketahui ibahwa iistilah inarapidana 
idipergunakan iuntuk iterpidana idewasa isedangkan iistilah ianak ididik ipemasyarakatan 
iuntuk iterpidana ianak. iTidak idipergunakan iistilah inarapidana iuntuk ianak itetapi 
imenggunakan iistilah ianak ididik ipemasyarakatan ikarena idipengaruhi igaya ibahasa 
ieufemismus. iDengan imenggunakan iungkapan ianak ididik ipemasyarakatan itersebut 
imerupakan iungkapan ihalus iuntuk imenggantikan inarapidana ianak iyang idirasakan 
imenyinggung iperasaan iatau imensugestikan isesuatu iyang itidak imenyenangkan ibagi 
ianak. iDengan isengaja imembedakan iistilah itersebut, iundang-undang ijuga ikonsekuen 
iuntuk imembedakan itempat ipembinaanya. iNarapidana ipembinaannya iditempatkan idi 
iLAPAS isedangkan ianak ididik ipemasyarakatan iditempatkan idi iLAPAS ianak. iPada 
iprinsipnya isetiap itempat iatau ikota iterdapat iLAPAS ianak itetapi iapabila idisuatu 
itempat idibangun, imaka ianak ididik ipemasyarakatan iditempatkan idi iLAPAS, inamun 
ipenempatannya iharus idipisahkan idengan itempat inarapidana idewasa. iAnak iyang 
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iditempatkan idi iLAPAS itersebut, iberhak imemperoleh ipendidikan idan ilatihan isesuai 
idengan ibakat idan ikemampuanya iserta ihak ilain iberdasarkan iperaturan 
iperundangundangan iyang iberlaku. 

Lembaga iPemasyarakatan iAnak iadalah itempat ipendidikan idan ipembinaan ibagi 
iAnak iPidana, iAnak inegara, idan iAnak iSipil. iPenempatannya idilakukan iterpisah idari 
inarapidana idewasa isesuai iketentuan idalam iUndang-undang iNomor i11 iTahun i2012, 
ianak iyang iditempatkan idi ilembaga ipemasyarakatan ianak iberhak iuntuk imemperoleh 
ipendidikan idan ilatihan ibaik iformal idan iinformal isesuai idengan ibakat idan 
ikemampuannya iserta imemperoleh ihak-hak ilainnya. iBagi ianak ipidana iyang ibelum 
isesuai imenjalani imasa ipidananya idi ilembaga ipemasyarakatan ianak idan itelah 
iberumur i18 itahun iakan itetapi ibelum iberusia i21 itahun idipindahkan idari iLAPAS 
ianak ike iLembaga iPemasyarakatan iakan itetapi iditempatkan isecara iterpisah idengan 
inarapidana iyang itelah iberumur i21 itahun iatau ilebih. iSecara iumum isekarang idikenal 
ibeberapa ilembaga ipemasyarakatan, iseperti iLembaga iPemasyarakatan iAnak, iLembaga 
iPemasyarakatan idan iLembaga iPemasyarakatan iWanita. 

Pemasyarakatan iberarti isuatu ikegiatan iuntuk imelakukan ipembinaan ibagi 
iwarga ibinaan ipemasyarakatan iberdasarkan isistem ikelembagaan idan icara ipembinaan 
iyang imerupakan ibagian iakhir idari isistem ipemidanaan idalam itata iperadilan ipidana. 
iSedangkan isistem ipemasyarakatan iberarti isuatu itatanan imengenai iarah idan ibatas 
iserta icara ipembinaan iwarga ibinaan ipemasyarakatan iberdasarkan iPancasila, iyang 
idilaksanakan isecara iterpadu iantara iPembina, ibinaan i(yang idibina) idan imasyarakat 
iuntuk imeningkatkan ikualitas iwarga ibinaan ipemasyarakatan. iDengan idemikian 
idiharapkan iwarga ibinaan imenyadari ikesalahannya, imemperbaiki idiri idan itidak 
imengulangi itindak ipidana ilagi. iAkhirnya idiharapkan idapat iditerima ikembali ioleh 
ilingkungan imasyarakat idan idapat iikut iaktif iberperan idalam ipembangunan, idapat 
ihidup isecara iwajar isebagai iwarga iyang ibaik idan ibertanggung ijawab. iWarga ibinaan 
idiharapkan idapat imenjadi imanusia iseutuhnya, iyaitu iupaya imemulihkan inarapidana 
idan ianak ididik ipemasyarakatan ikepada ifitrahnya idalam ihubungan imanusia idengan 
iTuhannya idan imanusia idengan ipribadinya, imanusia idengan isesamanya idan imanusia 
idengan ilingkungannya. 

Selanjutnya iLapas iadalah itempat iuntuk imelaksanakan ipembinaan inarapidana 
idan ianak ididik ipemasyarakatan. iSelain ilapas idikenal ipula iBalai iPemasyarakatan 
i(BAPAS), iadalah ipranata iuntuk imelaksanakan ibimbingan iklien ipemasyarakatan 
isedangkan iwarga ibinaan ipemasyarakatan iitu isendiri iterdiri idari i: iNarapidana, iAnak 
ididik ipemasyarakatan idan iklien ipemasyarakatan. iDisamping iitu idikenal ipula iistilah 
iterpidana, iyaitu iseseorang iyang idipidana iberdasarkan iputusan ipengadilan iyang 
itelah imemperoleh ikekuatan ihukum itetap. iSedangkan inarapidana iadalah iterpidana 
iyang imenjalani ipidana ihilang ikemerdekaan idi iLembaga ipemasyarakatan. 

Petugas ikemasyarakatan iterdiri idari ipembimbing ikemasyarakatan, ipekerja 
isosial idan ipekerja isosial isukarela. iPembimbing ikemasyarakatan iadalah ipetugas 
ikemasyarakatan ipada iBalai iKemasyarakatan i(BAPAS) iyang imelakukan ibimbingan 
iwarga ibinaan ikemasyarakatan. iTugas ipembimbing ikemasyarakatan iadalah iuntuk 
imemperlancar itugas ipenyidik, ipenuntut iumum idan ihakim idalam iperkara ianak ibaik 
ididalam imaupun idiluar isidang ianak idengan imembuat ilaporan ihasil ipenelitian 
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2. pemidanaan bagi anak pelaku pencurian dalam sudut pandang keadilan 
restoratif  
Restorative iJustice iatau isering iditerjemahkan isebagai ikeadilan irestoratif 

ibukanlah ikonsep iyang ibaru idalam isistem ihukum ipidana.5 iRestorative iJustice iadalah 
isebuah ikonsep ipemikiran iyang imerespon ipengembangan isistem iperadilan ipidana 
idengan imenitikberatkan ipada ikebutuhan ipelibatan imasyarakat idan ikorban iyang 
idirasa itersisihkan idengan imekanisme iyang ibekerja ipada isistem iperadilan ipidana 
iyang iada ipada isaat iini. iKeadilan irestoratif imerupakan isuatu ipendekatan iyang 
imenitikberatkan ipada iadanya ipartisipasi ilangsung ipelaku, ikorban, idan imasyarakat 
idalam iproses ipenyelesaian iperkara ipidana.6 

Konsep irestorative ijustice, iproses ipenyelesaian itindakan ipelanggaran ihukum 
iyang iterjadi idilakukan idengan imembawa ikorban idan ipelaku i(tersangka) ibersama-
sama iduduk idalam isatu ipertemuan iuntuk ibersama-sama iberbicara. iDalam ipertemuan 
itersebut imediator imemberikan ikesempatan ikepada ipihak ipelaku iuntuk imemberikan 
igambaran iyang isejelas-jelasnya imengenai itindakan iyang itelah idilakukannya. iPihak 
ipelaku iyang imelakukan ipemaparan isangat imengharapkan ipihak ikorban iuntuk idapat 
imenerima idan imemahami ikondisi idan ipenyebab imengapa ipihak ipelaku imelakukan 
itindak ipidana iyang imenyebabkan ikerugian ipada ikorban. i 

Selanjutnya idalam ipenjelasan ipelaku ijuga imemaparkan itentang ibagaimana 
idirinya ibertanggung ijawab iterhadap ikorban idan imasyarakat iatas iperbuatan iyang 
itelah idilakukannya. iSelama ipihak ipelaku imemaparkan itentang itindakan iyang itelah 
idilakukannya idan isebab-sebab imengapa isampai itindakan itersebut idilakukan ipelaku, 
ikorban iwajib imendengarkan idengan iteliti ipenjelasan ipelaku. iUntuk iselanjutnya 
ipihak ikorban idapat imemberikan itanggapan iatas ipenjelasan ipelaku. iDi isamping iitu, 
ijuga ihadir ipihak imasyarakat iyang imewakili ikepentingan imasyarakat. iWakil 
imasyarakat itersebut imemberikan igambaran itentang ikerugian iyang idiakibatkan ioleh 
iterjadinya itindak ipidana iyang idilakukan ioleh ipelaku. iMasyarakat imengharapkan 
iagar ipelaku imelakukan isuatu iperbuatan iatau imemulihkan ikembali 
ikeguncangan/kerusakan iyang itelah iterjadi ikarena iperbuatannya. 

Restorative iJustice iadalah ibentuk iyang ipaling idisarankan idalam imelakukan 
idiversi iterhadap ianak iyang iberhadapan idengan ihukum. iHal iini idikarenakan ikonsep 
irestorative ijustice imelibatkan iberbagai ipihak iuntuk imenyelesaikan isuatu 
ipermasalahan iyang iterkait idengan itindak ipidana iyang idilakukan ioleh ianak. 
iRestorative ijustice iadalah isebuah iproses idimana ipara ipihak iyang iberkepentingan 
idalam ipelanggaran itertentu ibertemu ibersama iuntuk imenyelesaikan ipersoalan isecara 
ibersama-sama ibagaimana imenyelesaikan iakibat idari ipelanggaran itersebut idemi 
ikepentingan imasa idepan. iRestorative ijustice ibersifat imerekatkan iperadilan ipidana 
idengan ikonteks iSosialnya iyang imenekankan idaripada imengisolasinya isecara 
itertutup. iDefenisi iyang idikemukakan ioleh iTony iMarshall itersebut isangat imembantu 
idalam imembahas irestorative ijustice imeskipun idefenisi itersebut imasih imenimbulkan 

                                                        
5 Marlina, Peradilan IPidana IAnak Idi IIndonesia IPengembangan IKonsep IDiversi Idan IRestorative IJustice 

(Bandung: Refika Editama, 2009). 
6 iIbid, ihlm i90 
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isejumlah ipertanyaan iseperti; isiapa isaja ipara ipihak iyang iberkepentingan idan iterlibat 
idengan ipelanggaran i(parties iwith ia istake iin ithe ioffence)? iApakah imaksud idari 
imenghadapi iakibat iburuk idari ipelanggaran i(deal iwith ithe iaftermath iof ithe 
ioffence)? iApakah iyang imenjadi iimplikasi idi imasa iyang iakan idatang iyang iperlu 
idipertimbangkan i(implication ifor ithe ifuture)? iMaka ijawaban iatas ipertanyaan-
pertanyaan itersebut iharus idijelaskan idengan ikalimat-kalimat isecara ispesifik.7 

Restorative iJustice iadalah isebuah ipendekatan iyang imenekankan ipada 
imemulihkan ikerugian iyang idisebabkan iatau iditimbulkan ioleh iperbuatan ipidana. 
iMemulihkan ikerugian iini iakan itercapai idengan iadanya iproses-proses ikooperatif 
iyang imencakup isemua istakeholder i(yang iberkepentingan). iTindakan-tindakan idan 
iprogram iyang imerefleksikan itujuan-tujuan irestoratif iakan idapat imenyelesaikan 
ikejahatan idengan icara i: 
a) Mengidentifikasi idan imengambil ilangkah-langkah iuntuk imemulihkan ikerugian; 
b) Melibatkan isemua istakeholder; idan 
c) Merubah ihubungan itradisional iantara imasyarakat idan ipemerintah imereka idalam 

imengatasi ikejahatan. i 
Konsep-konsep idi iatas imerupakan ibagian idari iprinsip-prinsip idari iRestorative 

iJustice iyang idituangkan idalam iDeclaration iof iBasic iPrinciples iof iJustice iof iCrime 
iand iAbuse iof iPower, i1985. iPrinsip-prinsip iDasar iRestorative iJustice itersebut 
ikemudian idikembangkan ioleh iThe iUnited iNation iCommission ion iCrime iPrevention 
iand iCriminal iJustice isebagai ipanduan iInternasional iuntuk imembentuk inegara-negara 
iyang imenjalankan iprogram irestorative ijustice. 

Tentang ikonsepsi idiversi idan irestorative ijustice isebenarnya ibukan ihal iyang 
ibaru iatau iasing ibagi imasyarakat iIndonesia, ikarena iselama iini imasyarakat iIndonesia 
idengan iwarisan ikeanekaragaman iadat/budaya i(kearifan ilokal) iyang itelah 
imempunyai imekanisme ibermasyarakat idan ipenyelesaian imasalah iyang 
imampudiandalkan iuntuk imenangani ianak iyang iberhadapan idengan ihukum iyakni 
ianak iyang imelakukan itindakan-tindakan imelanggar inorma iataupun ididuga 
imelanggar iketentuan ihukum iyang iberlaku. 

Menurut iDavid iFogel, irestorative ijustice imodel idiajukan ikaum iAbolisionis 
iyang imenganggap ibahwa isistem iperadilan ipidana ibermasalah iatau icacat istruktural 
isehingga iharus idiubah idasar-dasar istruktur idari isistem itersebut. iAnalisis ipaham 
iabolisionis imenurut iBrants idan iSilvis isebagaimana idikutip iRomli iAtmasasmita ilebih 
ibanyak iditujukan iterhadap ikegagalan idari isistem iperadilan ipidana idibandingkan 
iterhadap ikeberhasilannya. 

John iBraithwhite iberpandangan, ibahwa irestorative ijustice iadalah iproses 
idimana isemua ipihak iyang iterlibat ipelanggaran itertentu ibersama-sama imemecahkan 
isecara ikolektif ibagaimana iuntuk imenghadapi iakibat ipelanggaran idan iimplikasinya 
ipada iwaktu iyang iakan idatang. iLebih ilanjut idikatakan ioleh iJohn iBraithwaite, ibahwa 
irestorative ijustice ibertujuan imemulihkan iharmoni iatau ikeseimbangan ikarena ihukum 
itelah iditegakkan. i28 iMemulihkan iharmoni iatau ikeseimbangan isecara ian isich isaja 
itidak icukup, ioleh ikarena iitu imemulihkan ikeseimbangan ihanya idapat iditeima 

                                                        
7 Septa Chandra, “Restorative IJustice,” suatu itinjauan iterhadap ipembaharuan ihukum ipidana idi iIndonesia 

(2013): 264. 
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isebagai igagasan imewujudkan ikeadilan ijika ikeseimbangan isecara imoral iantara 
ipelaku idan ikorban iyang iada isebelumnya iadalah ikeseimbangan iyang ipantas. iSebagai 
ikonsep ipemidanaan itentunya itidak ihanya iterbatas ipada iketentuan ihukum ipidana 
i(formil idan imateriil). iRestorative ijustice iharus ijuga idiamati idari isisi ikriminologi 
idan isistem ipemasyarakatan ikarena ikonsep irestorative ijustice iterlahir ioleh ikeadaan 
isistem ipemidanaan iyang isekarang iberlaku, iternyata ibelum isepenuhnya imenjamin 
ikeadilan iterpadu i(intergrated ijustice), iyaitu ikeadilan ibagi ipelaku, ikeadilan ibagi 
ikorban idan ikeadilan ibagi imasyarakat idalam imekanisme idi iluar iperadilan ipidana. i 
iModel iini idiharapkan idapat imenyentuh i4 i(empat) iaspek idalam iperlindungan ibagi 
ianak iyang iberhadapan idengan ihukum, iyaitu ipencegahan, ipenanganan, irehabilitasi 
idan ireintregrasi.8 

Menurut ipendapat iTony iF. iMarshall, irestorative ijustice iadalah isebuah iproses 
idimana isemua ipihak iyang iberkepentingan idalam ipelanggaran itertentu ibertemu 
ibersama iuntuk imenyelesaikan isecara ibersama ibagaimana imenyelesaikan iakibat idari 
ipelanggan itersebut idemi ikepentingan imasa idepan. iPihak iyang iterlibat idalam 
irestorative ijustice iyaitu imediator, ikoban idan ikeluarganya, ipelaku idan ikeluarganya 
idan iwakil imasyarakat. iPrasyarat ipelaksanaan irestorative ijustice iadalah:9 

1) Pernyataan ibersalah idari ipelaku 
2) Persetujuan ikorban 
3) Persetujuan ipihak iaparat ipenegak ihukum 
4) Dukungan imasyarakat isetempat 

Salah isatu ipersoalan ibesar idalam ipemidanaan iterhadap ianak iadalah iefek 
iburuk ipemidanaan iterhadap iperkembangan ianak. iPemidanaan ikerap imendatangkan 
icapburuk ipada iseseorang, iyang idalam ikonteks ianak, iakan iamat idestruktif iterhadap 
ikehidupannya iyang imasih ipanjang idiharapkan. iPenyelesaian inon-penal imenjadi iide 
iyang imengemuka iyang isering ilebih idisukai ipara ipihak. iDi ipihak ipelaku, istigmatisasi 
ibisa idihindarkan, isementara ipihak ikorban imendapat ikepuasan idengan ikompensasi 
idan iatau ikesepakatan itertentu idengan ipelaku. iAlih-alih idipidanakan, ipelaku 
idikembalikan ipada iorang ituanya, isedangkan ikorban imendapatkan iganti irugi 
itertentu idan ipermohonan imaaf. iKendati ipenyelesaian imelalui ijalur inon-litigasi iini 
itidak iselalu idisepakati iterutama ioleh ipihak ikorban, inamun ipenyelesaian iseperti iini 
iterbukti ibanyak idipilih ioleh ipihak-pihak iyang iberkonflik. i 

Setiap ianak imemerlukan ipembinaan idan iperlidungan idalam irangka imenjamin 
ipertumbuhan idan iperkembangan ifisik, imental idan isosial isecara iutuh, iserasi, iselaras 
idan iseimbang. iPembinaan idan iperlindungan ianak iini itak imengecualikan ianak 
isebagai ipelaku itindak ipidana, ikerap idisebut isebagai ianak inakal. iAnak iyang 
imelakukan itindak ipidana, idalam ihal iini isebagaimana iditentukan idalam iPasal i1 
iangka i1 iUU i3/1997, iialah iorang iyang itelah imencapai iumur i8 i(delapan) itahun 
itetapi ibelum imencapai iumur i18 i(delapan ibelas) itahun idan ibelum ipernah ikawin 
iSementara iitu idari iperspektif iilmu ipemidanaan, ipenjatuhan ipidana iterhadap ianak 
inakal i(delinkuen) icenderung imerugikan iperkembangan ijiwa ianak idi imasa 
imendatang. 

                                                        
8 Howard Zehr and Ali Gohar, IThe ILittle IBook Iof IRestorative IJustice, IPennyslvania (Good Books, 2003). 
9 iIbid. iHlm i20 
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Kecenderungan imerugikan iini iakibat idari iefek ipenjatuhan ipidana iterutama 
ipidana ipenjara, iyang iberupa istigma ijahatyang iakan iterbawa iterus iwalaupun iyang 
ibersangkutan itidak imelakukan ikejahatan ilagi. iAkibat ipenerapan istigma ibagi ianak 
iakan imembuatmereka isulit iuntuk ikembali imenjadi ianak ibaik. iIstilah isistem 
iperadilan ipidana i(criminal ijustice isystem) imenunjukkan ipada imekanisme ikerja 
idalam ipenanggulangan ikejahatan idengan imempergunakan idasar ipendekatan isistem. 

Mardjono iReksodiputro imengartikan isistem iperadilan ipidana isebagai isistem 
ipengendalian ikejahatan iyang iterdiri idari ilembaga-lembaga ikepolisian, ikejaksaan, 
ipengadilan idan ilembaga ipemasyarakatan iterpidana, idengan itujuan iantaranya 
imencegah imasyarakat imenjadi ikorban ikejahatan, imenyelesaikan ikasus ikejahatan 
iyang iterjadi isehingga imasyarakat ipuas ibahwa ikeadilan itelah iditegakkan idan iyang 
ibersalah idipidana, idan imengusahakann iagar imereka iyang ipernah imelakukan 
ikejahatan itidak imengulangi ikejahatannya. 

Berkaitan idengan ianak iyang imelakukan iperbuatan ipidana isehingga iharus 
idiajukan ike isidang ipengadilan ianak, iperbuatan ipidana iyang idilakukan ioleh ianak-
anak iadalah isejenis idengan iperbuatan iyang idilakukan ioleh iorang idewasa. iYang 
imembedakan iadalah ipelakunya, iyakni ianak-anak. iPengetahuan iini isangat ipenting 
iuntuk idiketahui ioleh ipejabat-pejabat iyang ibersangkutan idengan ianak-anak iyang 
imelakukan iperbuatan imelanggar ihukum iatau imelakukan itindak ipidana. 

Tujuan idiberikannya iperlindungan ihukum ibagi ipelaku ikejahatan iadalah iuntuk 
imenghormati ihak iasasi isi ipelaku iagar inasibnya itidak iterkatung-katung, iadanya 
ikepastian ihukum ibagi ipelaku iserta imenghindari iperlakuan isewenang-wenang idan 
itidak iwajar. iSedangkan ikonsepsi iperlindungan ianak imeliputi iruang ilingkup iyang 
iluas, idalam iarti ibahwa iperlindungan ianak itidak ihanya imengenai iperlindungan iatas 
ijiwa idan iraga ianak, itetapi imencakup ipula iperlindungan iatas isemua ihak iserta 
ikepentingannya iyang idapat imenjamin iprtumbuhan isecara iwajar, ibaik isecara irohani, 
ijasmani imaupun isosialnya isehingga idiharapkan idapat imenjadi iorang idewasa iyang 
imampu iberkarya. 

Pendekatan irestorative ijustice idalam isystem iperadilan ipidana ianak itertuang 
idalam ipasal i5 iayat i(1) iUndang-undang iNomor i11 itahun i2012, idisitu idijelaskan 
imengenai idiversi iyaitu ipengalihan ipenyelesaian iperkara iAnak idari iproses iperadilan 
ipidana ike iproses idi iluar iperadilan ipidana idengan itujuan ia. imencapai iperdamaian 
iantara ikorban idan iAnak; ib. imenyelesaikan iperkara iAnak idi iluar iproses iperadilan; 
ic. imenghindarkan iAnak idari iperampasan ikemerdekaan; id. imendorong imasyarakat 
iuntuk iberpartisipasi; idan ie. imenanamkan irasa itanggung ijawab ikepada iAnak. iDiversi 
isendiri imemiliki isyarat ibahwa ipidana iyang idilakukan idiancam idengan iancaman 
ipenjara imaksimal i7 itahun idan ibukan imerupakan ipengulangan ipidana. iProses 
idiversi isendiri iwajib idilakukan idi isetiap itahapan idiantaranya ipenyidikan, 
ipenuntutan, idan ipengadilan. 

Apabila idalam isuatu iperkara ipidana iyang idilakukan ioleh ianak itidak ibisa 
idilakukan idiversi imaka ibarulah idilanjutkan iproses ihukumnya imelalui ijalur 
ipengadilan, idalam iproses ipengadilan ipun iproses irestorative ijustice imasih 
idikedepankan iyaitu idengan iadanya irekomendasi itindakan ibagi ianak imelalui iputusan 
ihukum. iTindakan iini isendiri iterdiri idari ia. ipengembalian ikepada iorang itua/Wali; ib. 
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ipenyerahan ikepada iseseorang; ic. iperawatan idi irumah isakit ijiwa; id. iperawatan idi 
iLPKS; ie. ikewajiban imengikuti ipendidikan iformal idan/atau ipelatihan iyang idiadakan 
ioleh ipemerintah iatau ibadan iswasta; if. ipencabutan isurat iizin imengemudi; idan/atau 
ig. iperbaikan iakibat itindak ipidana. iSehingga ianak idapat iterhindar idari ipidana 
ipenjara. 

Keadilan irestorative ibagi ianak ipelaku itindak ipidana, imemiliki icara iyang 
iberbeda idengan iproses iorang idewasa. iKhususnya idalam ipencurian iyang idilakukan 
ianak ikeadilan irestorative iyang iia idapatkan ibias iberupa idiversi iapabila ipencurian 
itersebut ibukanlah iperbuatan ipengulangan idan iamcaman ihukumannya idibawah i7 
itahun iatau ihanya ipencurian iyang itertuang idalam ipasal i362 iKUHP iatau ipencurian 
ibiasa, isedangkan idalam ipencurian idalam ihal iyang imemberatkan iatau ipencurian 
idengan ikekerasan isebagaimana idiatur idalam iPasal i363 idan i365 iKUHP itidak idapat 
idiupayakan idiversi. iMeskipun itidak idapat idiupayakan idiversi ianak iyang imelakukan 
ipencurian idengan ikekerasan imaupun idengan ipemberatan idapat imemperoleh 
ikeadilan irestorative idengan imengedepankan ipemulihan ikembali iterhadap ikondisi 
isemula iseperti imelakukan iperdamaian idengan ikorban idengan iatau itanpa iadanya 
iganti irugi iatas ikerugian iyang iditerima ikorban. iRestorative ijustice itanpa iadanya 
idiversi idiatur ioleh imasing-masing idalam itahapan iproses ihukum iyang iharus idijalani, 
imisalkan idalam itahapan idi itingkat ikepolisian. iMenurut iPasal i1 iAngka i27 iPeraturan 
iKepala iKepolisian iNegara iRI iNomor i6 iTahun i2019 itentang iPenyidikan iTindak 
iPidana imenyatakan, ikeadilan irestoratif iini iharus imelibatkan ipelaku, ikorban 
idan/atau ikeluarganya iserta ipihak iterkait. iHal iini ibertujuan iagar itercapai ikeadilan 
ibagi iseluruh ipihak. i 

Tingkat ipenuntutan iyaitu idi ikejaksaan ijuga imemiliki iperaturan imengenai 
irestorative ijustice iyang itertera idalam iPeraturan iJaksa iAgung iNomor i15 itahun i2020 
itentang iPenghentian iPenuntutan iBerdasarkan iKeadilan iRestoratif. iSementara idalam 
itingkat ipengadilan imelalui iKeputusan iDirjen iBadan iPeradilan iUmum iMA iRI iNo. 
i1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 itentang iPemberlakuan iPedoman iPenerapan iKeadilan 
iRestoratif i(Restorative iJustice). i 

Meskipun idalam iUndang-undang inomor i11 itahun i2012 ibahwa ianak i“sulit” 
iuntuk idipenjara inamun ibukan iberarti ihukuman ipenjara itidak idapat idilakukan, 
iberdasarkan ipasal i71 iayat i(1) iUndang-undang inomor i11 itahun i2012 imenyebutkan 
ipidana ipokok ibagi ianak isalah isatunya iadalah ipenjara. iBerdasarkan ihal itersebut 
imuncul ipertanyaan iapakah ipidana ipenjara ibagi ianak imasih imemiliki iunsur 
irestorative ijustice, idisini ikita iakan imenganalisa iapa isebenarnya irestorative ijustice 
iitu, irestorative ijustice imengandung iunsur ipemulihan ikembali ike ikondisi isemula ikita 
ibisa imengasumsikan ibahwa isetiap itindak ipidana iyang imenimbulkan ikerugian ibagi 
ikorbannya imaka iharus idipulihkan ikembali ikondisinya, imenurut iPakar ihukum itata 
inegara idari iSTIH iJentera iBivitri iSusanti irestorative ijustice ilahir iketika ihak iasasi 
imanusia idalam imekanisme iperadilan itak ibisa imemberikan ikeadilan iyang imaksimal 
ikepada ikorban.10 

Saat ikeadilan ibagi ikorban itidak iterpenuhi imaka ihukuman ipenjara ibisa 
imenjadi ialternative ibagi ipembinaan iuntuk ianak, ikita ibisa imencontohkan iapabila 

                                                        
10 ihttps://www.ayobandung.com/netizen/pr-792270253/pidana-penjara-bagi-anak-dalam-prespektif-restorative-justice?page=2 idiakses ipada i2 
ijuni i2022 ipukul i09.30 iWIB 
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itindak ipidana iyang idilakukan isudah idilakukan iberulang-ulang, itindak ipidana iyang 
idilakukan imenimbulkan ikerugian iyang imasiv ibagi ikorban idan ipemulihan ihak 
ikorban itidak idapat iterpenuhi isecara imateril imaupun isecara iproses iperadilan. 
iPemenjaraan ibagi ianak itidak idapat idipersepsikan isebagai ipenjeraan, ikarena isejak 
idiundangkannya iUndang-undang iNomor i12 itahun i1995 itentang ipemasyarakatan 
itelah imenghilangkan istigma ipembalasan iatau iretributive inamun isudah 
iberpandangan ibahwa ipemidanaan iadalah irestorative, idirektorat ijenderal 
iPemasyarakatan isendiri imenegaskan ibahwa iadanya itujuan isystem ipemasyarakatan 
iadalah ipemulihan ikembali ihubungan ihidup, ipenghidupan idan ikehidupan. iKata 
ipemulihan iini isendiri iberarti ipemidanaan idi iLembaga iPemasyarakatan imemiliki 
itujuan iuntuk imengembalikan ihubungan ihidup, ikehidupan idan ipenghidupan idari 
iwarga ibinaan, idiharapkan iWarga iBinaan iPemasyarakatan isetelah imenjalani ipidana 
ikembali imenjadi imanusia iyang ibaik iseperti isaat iia ibelum imelakukan itindak ipidana. 

Pemidanaan ianak isendiri idijalankan idi itempat ikhusus iyaitu iLembaga 
iPembinaan iKhusus iAnak i(LPKA). iDi iLPKA iinilah ianak iakan idibina idan idi 
i“masyarakatkan” isupaya iia idapat ipulih ikembali iseperti isebelum imenjalankan itindak 
ipidana. iDi idalam iLPKA iini ikegiatan- ikegiatan ibagi iAnak ididik iPemasyarakatan 
iditujukan ikhusus iuntuk imendukung irestorative ibagi ianak, iseperti isekolah, itempat 
ibelajar iagama itempat ibermain idan iketrampilan itertentu iyang imendukung 
iperkembangan ibagi ianak iseperti ihalnya idiluar isebelum imenjalani ipemidanaan. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
a. Kebijakan pelaksanaan pidana bagi anak di Indonesia diatur dalam Undang-undang 

nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pelaksanaan di tingkat 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun pembinaan di lembaga pemasyarakat telah 
mengedepankan prinsip keadilan restoratif dalam menangani perkara pidana anak 
dibawah umur.  

b. Keadilan restoratif dalam penanganan anak pelaku pencurian memiliki beberapa hal 
yang harus diperhatikan, diantaranya faktor jenis pencurian yang dilakukan, seperti 
pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan. 
Keadilan restoratif yang dikedepankan mempertimbangkan aspek sosial dari pelaku, 
korban dan peran serta masyarakat dalam mendukung berjalannya restoratif justice. 
Pemberhentian perkara dengan berdasarkan restoratif justive dapat dilakukan di 
tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Sedangkan penerapan restoratif 
justice juga dilakukan di tingkat pembinaan yaitu di lembaga pemasyarakatan yang 
memberikan perlakuan khusus terhadap terhadap pembinaan anak yaitu dengan 
adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 

Saran 
Restoratif justice selalu memperhatikan kepentingan bagi anak untuk diperlakukan 

sesuai kodratnya sebagai generasi penerus bangsa, namun di dalam pelaksanaannya di 
tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan memilik aturan masing-masing. Terkait 
kasus anak yang bisa dilakukan diversi sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 
tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Namun apabila perkara tersebut tidak 
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dapat dilakukan diversi untuk mendapatkan restoratif justice setiap tingkatan memiliki 
peraturan masing-masing, oleh karena itu untuk mengakomodir dan menyeragamkan hal 
tersebut perlu adanya Undang-undang yang mengatur supaya terdapat satu pemahaman 
dalam menjalankan restoratif justice demi kepentingan anak.  
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